
 
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

 PT ALKINDO NARATAMA Tbk 
 
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  PT Alkindo Naratama Tbk. (Perseroan), 
Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut: 
1. Hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan: 

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021 
Waktu : 09.30 WIB - selesai 
Tempat : Jl. Industri Cimareme I No. 04, Cimerang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat    

2. Mata Acara RUPSLB: 
1. Persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan 

Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana telah diubah 

sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 32/2015 (POJK HMETD), dan sekaligus perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil 

tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait; 

2. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (PMHMETD) beserta Penerbitan Waran Seri I dengan jumlah Waran Seri I sebanyak-banyaknya 35% dari jumlah saham 

yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PUT II disampaikan ke OJK; 

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri 

mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran 

Dasar Perseroan. 

3. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Utama. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB: 
Dewan Komisaris  Direksi  
Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto Direktur Utama : Herwanto Sutanto 
   Direktur Independen : Kuswara 

4. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 983.306.869 saham atau 89,39% dari 
1.100.000.000 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

5. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPSLB. 
Tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPSLB. 

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata acara. Dalam 
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. 

7. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut: 

Mata Acara RUPSLB Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Jumlah Suara Setuju* 

Pertama 983.306.869 - - 983.306.869 

Kedua 983.306.869 - - 983.306.869 

Ketiga 983.306.869 - - 983.306.869 
*Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain 

8. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut: 
Acara Pertama: 
Memutuskan dan menyetujui untuk: 
a. melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 
No. 32/2015) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2015 (POJK HMETD), berupa penerbitan saham baru sebanyak-
banyaknya 216.856.020 (duaratus enambelas juta delapanratus limapuluh enamribu duapuluh) saham, dan sekaligus melakukan 
perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor 
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD tersebut; dan 

b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda 
Rapat terkait. 

Acara Kedua: 
Memutuskan dan menyetujui untuk: 
a. melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham 

(PMHMETD) yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan jumlah Waran Seri I sebanyak-banyaknya 35% (tigapuluh lima 
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum 
Terbatas II Perseroan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. 

b. memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyesuaikan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar 
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait 
penerbitan Waran Seri I termasuk pelaksanaan penerbitan waran tersebut. 

 
 



 
Acara Ketiga: 
Memutuskan dan menyetujui untuk: 
memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak subsitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan hal-hal yang 
dianggap perlu yang termasuk akan tetapi tidak terbatas pada melaksanakan dan/atau menindaklanjuti keputusan-keputusan yang 
telah diambil dalam Rapat ini,membuat, atau menyuruh membuat dan menandatangani akta, dokumen, formulir, dan/atau surat-surat 
lainnya yang diperlukan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris, menyatakan dan/atau  menegaskan kembali 
dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru sehubungan dengan PMHMETD dan Penerbitan 
Waran Seri I Perseroan serta melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya mengajukan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
serta pada umumnya melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut termasuk 
tetapi tidak terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan. 

 
Bandung, 11 Otober 2021 

Direksi Perseroan 
 


